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ABSTRAK 

 

Pasal 3 Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang menyatakan bahwa: “Setiap 

Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, 

membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah 

bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas 

Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak 

pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan 

menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena 

tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) 

tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).” 

Permasalahan penelitian ini yaitu: Pertama, bagaimanakah penyidikannya?; 

Kedua, bagaimanakah faktor yang menghambatnya?; Ketiga, bagaimanakah upaya 

mengatasi hambatannya? Metode penelitiaannya mencakup: Pertama, 

menggunakan penelitian hukum sosiologis; Kedua, lokasi penelitian Kepolisian 

Daerah Riau; Ketiga, populasi dan sampel berasal dari  narasumber – narasumber 

yang relevan dengan penelitian ini; Keempat, sumber data adalah primer, sekunder 

dan tersier; Kelima, teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara 

terstruktur dan kajian pustaka; Keenam, analisis data yang digunakan analisis 

kualitatif dengan menarik kesimpulan secara induktif. Hasil penelitian diketahui 

bahwa Penyidikan terhadap pelaku belum berjalan dengan baik karena masih 

ditemukan beberapa hambatan dalam penyidikan, imbasnya adalah terjadinya 

kenaikan kasus dari tahun 2021 ke 2022 Faktor yang menghambat adalah: faktor 

hukum,  aparatur, sarana/ fasilitas dan masyarakat. Upaya mengatasi hambatan 

tersebut adalah: Pertama, faktor hukum sebaiknya mengajukan usulan revisi 

Undang - Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 

Pencucian Uang. Kedua, faktor aparatur sebaiknya: meningkatkan koordinasi dan 

kerjasama dengan PPATK dan perbankan dengan; peningkatan koordinasi dan 

kerjasama dengan pihak PPATK seperti melalui zoom meeting. Mengusulkan 

kepada PPATK untuk menambah jumlah SDMnya; meningkatkan kerjasama 

dengan pihak perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Ketiga, faktor sarana/ 

fasilitas sebaiknya sebaiknya dilakukan penambahan aggaran Direktorat Reserse 

Narkotika Polda Riau pada Daftar DIPA 2024. Keempat, faktor masyarakat 

sebaiknya: Penyidik mencari informasi tambahan dari tetangga, rekan dan keluarga 

pelaku untuk menetahui harta kekayaan pelaku yang disembunyikan; Penyidik 

memberikan pemahaman hukum kepada pelaku terkait pembuktian terbalik serta 

Berkoordinasi dengan Mabes Polri untuk melaksanakan Dikjur guna meningkatkan 

kemampuan penyidik; peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan saksi ahli 

seperti melalui zoom meeting; Meningkatkan kerjasama dengan beberapa 

perguruan tinggi, instansi pemerintahan dan stake holder untuk mendapatkan saksi 

ahli lebih banyak; Polda Riau mencari sindikat pelaku tindak pidana pencuri uang. 

Kata Kunci: Penyidikan, TPPU, Riau 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Indonesia adalah negara hukum sebagaimana disebutkan dalam 

Konstitusi Indonesia tepatnya pada Pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945  (UUD NRI Tahun 1945), yang 

menyatakan bahwa: “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Hal tersebut 

didukung oleh pendapat yang dikemukakan oleh Padmo Wahjono, bahwa: 

Telah tegas tercantum dalam konstitusi sebagai hukum tertinggi 

(the highest law) bahwa Indonesia adalah negara hukum. 

Semangat untuk menempatkan hukum sebagai ujung tombak 

pembaharuan hukum ini, pada prinsipnya memiliki tujuan agar 

hukum dapat mengambil perannya sebagai panglima reformasi 

demokrasi.1 

 

 Dalam sebuah negara hukum, penyelenggaraan pemerintahan selain 

dikenal dengan adanya asas legalitas asas juga berlaku asas pemerintahan 

berdasarkan undang – undang (wegmatigheid van bestuur). Dimana setiap 

tindakan/ perbuatan pemerintah dalam konsep wegmatigheid van bestuur 

dikenal sebagai Rechtshandelingen atau tindakan/ perbuatan hukum 

pemerintah. “Rechtshandelingen merupakan tindakan pemerintah berdasarkan 

hukum.”2 Hukum adalah norma yang mengajak masyarakat untuk mencapai 

 
 1 Padmo Wahjono, Membudayakan UUD 1945, (Jakarta: IND HILL-Co, 1991), hlm. 34. 

 2 Kuntjoro Purbopranoto, Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan 

Administrasi Negara, (Bandung: Alumni, 1981), hlm. 44.  



 

 

2 

 

cita–cita serta keadaan tertentu, tetapi tanpa mengabaikan dunia kenyataan.3 

Tindakan/ perbuatan hukum pemerintah yaitu suatu tindakan/ perbuatan 

hukum yang dimaksudkan untuk menciptakan hak dan kewajiban (en 

rechtshadlingen is gericht op het scheppen van rechten en plichten)”4  

 Ketentuan tersebut juga berlaku bagi Kepolisian Negara Republik 

Indonesia (Polri) yang merupakan salah satu lembaga penegak hukum 

sekaligus penyelenggara keamanan dalam negeri, sebagaimana dikutip dalam 

sebuah jurnal yang menyatakan bahwa: 

Polisi merupakan garda terdepan dalam penegakan hukum 

pidana, sehingga tidaklah berlebihan jika polisi dikatakan 

sebagai hukum pidana yang hidup, yang menterjemahkan dan 

menafsirkan law in the book menjadi law in action.5 

 

 Mengingat peranan vital Polri tersebut, Wegmatigheid van bestuur harus 

mendasari Polri menangani perkara demi mewujudkan keamanan dalam 

negeri, salah satunya dalam penanganan Tindak Pidana Pencucian uang yang 

bersumber dari hasil Tindak Pidana Narkotika dalam konsep penal.  

 Selain bersifat penal, maka tugas Polri juga bersifat non penal. Sifat non 

penal tersebut menurut  Satjipto Rahardjo adalah: “pendekatan perilaku dalam 

penegakan hukum yang dikatakan sebagai mewujudkan hukum melalui 

perilaku untuk menyelesaikan persoalan yang tidak disediakan oleh patokan-

 
 3 Satjipto Rahardjo (Ed.), Ilmu Hukum, Cetakan Ke-8, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), 

hlm. 27. 

 4 Aminuddin Ilmar, Hukum Tata Pemerintahan, (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), 

hlm.101. 

 5 Agus Raharjo dan Angkasa, Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Dalam 

Penyidikan Dari Kekerasan Penyidik Di Kepolisian Resort Banyumas, Jurnal Mimbar Hukum, 

Volume  23, Nomor 1, Tahun 2011, hlm. 76. 
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patokan peraturan yang ada”.6 Dengan demikian tugas polisi itu berakar 

peraturan dan juga berakar perilaku. 

 Secara yuridis menurut Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 8 

Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak  Pidana Pencucian 

Uang, “Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur 

tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.”  Dalam 

tinjauan konsep, dinyatakan bahwa: 

Tindak  pidana pencucian uang (money   loundrying crime) 

adalah suatu daya upaya atau perbuatan untuk  menyembunyikan  

atau  menyamarkan  asal  usul  uang/ dana  atau harta  kekayaan  

yang diperoleh dari hasil  tindak  pidana linnya melalui  berbagai  

transaksi  keuangan  supaya uang yang merupakan hasil tindak 

pidana tersebut  tampak  seolah - olah  berasal  dari  kegiatan  

yang  sah/ legal.”7 

 

 Pasal 3 Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan 

dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang menyatakan bahwa: 

“Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, 

membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar 

negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga 

atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut 

diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta 

Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana 

 
 6 Satjipto Rahardjo, Polisi Sipil dalam Perubahan Sosial di Indonesia, (Jakarta: Kompas, 

2002), hlm. xxvii. 

 7 I. Amin, Sanksi Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang, Jurnal Jatiswara, Volume 34,  

Nomor 1, Tahun 2019, hlm. 88. 
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penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak 

Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”  

 Perlu diketahui bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang - Undang Nomor 8 

Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian 

Uang, menyatakan bahwa: “Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang 

diperoleh dari tindak pidana: 

a. Korupsi 

b. Penyuapan 

c. Narkotika 

d. Psikotropika 

e. Penyelundupan tenaga kerja 

f. Penyelundupan migran 

g. Di bidang perbankan 

h. Di bidang pasar modal 

i. Di bidang perasuransian 

j. Kepabeanan 

k. Cukai 

l. Perdagangan orang 

m. Perdagangan senjata gelap 

n. Terorisme 

o. Penculikan 

p. Pencurian 

q. Penggelapan 
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r. Penipuan 

s. Pemalsuan uang 

t. Perjudian 

u. Prostitusi  

v. Di bidang perpajakan 

w. Di bidang kehutanan 

x. Di bidang lingkungan hidup 

y. Di bidang kelautan dan perikanan, atau 

z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun 

atau lebih, 

yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar 

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga 

merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.” 

 Namun berdasarkan penelitian awal yang dilakukan penulis, diketahui 

di wilayah Hukum Kepolisian Daerah (Polda) Riau pada tahun 2021 dan 2022 

masih terjadi tindak pidana narkotika yang setelah dilakukan penyelidikan dan 

penyidikan lanjutan serta pengembangan kasus, ternyata telah dilakukan 

pencucian uang dari hasil tindak pidanan narkotika oleh pelaku. Modus yang 

digunakan pelaku adalah mentransfer uang hasil tindak pidana narkotika ke 

beberapa rekening dan mengalihkannya dalam bentuk aset dengan cara 

membelikannya barang – barang berharga untuk menutupi sumber sebenarnya 

uang berupa mobil, rumah, tanah dan kebun sawit. Kasus tersebut terjadi 

sebnyak 3 kasus dengan uraian pada tahun 2021 sebanyak 1 kasus dan tahun 
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2022 sebanyak 1 kasus. Artinya terjadi kenaikan kasus yang berdasarkan 

penelitian awal yang dilakukan oleh penulis disebabkan penegakan hukum 

yang belum berjalan dengan semestinya sebagai imbas adanya hambatan dalam 

penyidikan oleh pihak kepolisian setempat.  

 Berdasarkan penelitian awal diketahui bahwa hambatan dalam  

penyidikannya berupa tingkat kesulitan  pembuktian bahwa uang hasil tindak 

pidana narkotika tersebut telah dilakukan pencucian uang; koordinasi lintas 

sektor yaitu dengan pihak bank dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi 

Keuangan (PPATK) serta saksi ahli, dimana PPATK dan saksi ahli tersebut 

berkedudukan di Jakarta sehingga cukup menyita waktu sehingga lama proses 

penyidikannya;  kurang kooperatifnya pelaku; sistem pembuktian terbalik 

dimana pelakulah yang memiliki kewajiban untuk membuktikan bahwa harta 

dna kekayaannya bukan haisl dari tindak pidana pencucian uang, serta 

terbatasnya kewenangan pihak kepolisian untuk mengetahui aliran dana secara 

detail dari PPATK. 

 Menurut Pasal 1 angka 13 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 

tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, “Penyidikan adalah 

serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam 

undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti 

itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan 

tersangkanya.” 
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 Latar belakang diatas telah menunjukkan adanya kesenjangan antara 

hukum (Das Sollen) dengan (Das Seins) (penerapan hukum dalam masyarakat) 

sehingga penulis tertarik melakukan penelitian hukum. Penelitian hukum 

menurut Soerjono Soekanto adalah “suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan 

pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk 

mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan 

menganalisisnya”8 Penelitian hukum tersebut mengangkat judul: “Penyidikan 

Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang yang Bersumber dari 

Hasil Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Undang – Undang Nomor 8 

Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 

Pencucian Uang di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau.”  

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah penyidikan terhadap pelaku Tindak Pidana Pencucian 

Uang yang bersumber dari hasil Tindak Pidana Narkotika berdasarkan 

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Wilayah Hukum 

Kepolisian Daerah Riau? 

2. Bagaimanakah faktor yang menghambat penyidikan terhadap pelaku 

Tindak Pidana Pencucian Uang yang bersumber dari hasil Tindak Pidana 

Narkotika berdasarkan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang 

 
 8 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 18. 



 

 

8 

 

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di 

Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau? 

3. Bagaimanakah upaya mengatasi hambatan penyidikan terhadap pelaku 

Tindak Pidana Pencucian Uang yang bersumber dari hasil Tindak Pidana 

Narkotika berdasarkan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang 

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di 

Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

a. Untuk mengetahui penyidikan terhadap pelaku Tindak Pidana 

Pencucian Uang yang bersumber dari hasil Tindak Pidana Narkotika 

berdasarkan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang 

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di 

Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau. 

b. Untuk mendeskripsikan faktor yang menghambat penyidikan 

terhadap pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang yang bersumber dari 

hasil Tindak Pidana Narkotika berdasarkan Undang – Undang Nomor 

8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 

Pencucian Uang di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau. 

c. Untuk menjelaskan upaya mengatasi hambatan penyidikan terhadap 

pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang yang bersumber dari hasil 

Tindak Pidana Narkotika berdasarkan Undang – Undang Nomor 8 
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Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 

Pencucian Uang di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau. 

 

2. Kegunaan penelitian 

a. Bagi peneliti: untuk menambah khasanah pengetahuan bagi peneliti, 

terkait penyidikan terhadap pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang 

yang bersumber dari hasil Tindak Pidana Narkotika berdasarkan 

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Wilayah Hukum 

Kepolisian Daerah Riau. Serta sebagai syarat untuk  menyelesaikan 

pendidikan srata satu di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning 

Pekanbaru dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum. 

b. Bagi kalangan akademik: Sebagai sumbangsih hasil pemikiran dan 

olahan bahan dari peneliti dalam bentuk penulisan skripsi, sehingga 

dapat dijadikan bahan referensi dan bahan informasi bagi kalangan 

perguruan tinggi, terkait penyidikan terhadap pelaku Tindak Pidana 

Pencucian Uang yang bersumber dari hasil Tindak Pidana Narkotika 

berdasarkan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang 

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di 

Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau. 

c. Bagi instansi: Sebagai bahan masukan bagi Kepolisian Daerah Riau 

terkait dengan penyidikan terhadap pelaku Tindak Pidana Pencucian 

Uang yang bersumber dari hasil Tindak Pidana Narkotika berdasarkan 
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Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Wilayah Hukum 

Kepolisian Daerah Riau. 

 

D. Kerangka Teori  

1. Teori Pembuktian 

 Proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik kepolisian 

bertujan untuk mendapatkan pembuktian atas ada atau tidaknya suatu 

delik. Pada hakikatnya pembuktian didasarkan atas “teori pembuktian, 

yaitu teori-teori yang menganalisis tentang alat bukti”.9 Dimana menurut 

Subekti dalam konsep pembuktian, “membuktikan adalah meyakinkan 

hakim tentang kebenaran atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu 

persengketaan”.10 “Ada empat unsur teori pembuktian yaitu meliputi: 

adanya pendapat, adanya cara-cara, adanya subjek dan adanya tujuan.”11 

 Teori pembuktian yang dalam bahasa Inggris disebut evidence 

theory, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan bewijstheorie 

mempunyai tujuan dan fungsi yang sangat penting dalam proses peradilan. 

Michael S. Pardo mengemukakan empat fungsi teori pembuktian 

meliputi:12 

 
 9 Salim HS dan Erlies Septianan Nurbani, Penerapan Teori Hukum, (Jakarta: RajaGrafindo 

Persada, 2018),  hlm. 215.  

 10 Subekti, Hukum Pembuktian, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003), hlm. 1. 

 11 Salim HS dan Erlies Septinana Nurbani, Penerapan Teori..., Op. Cit, hlm. 217. 

 12 Michael S. Pardo, The Nature and Purpose of Evidence Theory, Vanderbit Law Review, 

Volume 66, Nomor 5, Tahun 2019, hlm. 559. 
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a. Descriptive or an explanatory function, in which case its success 

depends on how well it captures the underlying phenomena; 

b. Aan evidence theory may also serve normative functions; 

c. An avaluative function by providing criteria for jstifying or 

critiquing particular judgmens and 

d. A regulative fuction by providing considerations for guiding and 

constraining particular judgments 

 Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka empat teori 

pembuktian yang dimaksud diatas dapat diuraikan sebagai berikut:13 

a. Fungsi dekriptif, artinya bahwa teori pembuktian memberikan 

penjelasan tentang seberapa baik di dalam menangkap fenomena-

fenomena  yang terjadi dalam suatu perkara. 

b. Fungsi normatif, artinya bahwa teori pembuktian bertujuan 

menyediakan ukuran-ukuran normatif berkaitan dengan pembuktian 

sebagaimana terdapat dalam peraturan perundang-undangan. 

c. Fungsi evaluatif, artinya bahwa teori pembuktian  bertujuan 

memberikan penilaian, apakah membenarkan atau mengkritisi setiap 

alat bukti. 

d. Fungsi regulatif artinya bahwa teori pembuktian  bertujuan 

melaksanakan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

 
 13 Salim HS dan Erlies Septinana Nurbani, Penerapan Teori..., Op. Cit, hlm. 218. 
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 Alat bukti dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara 

Pidana terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan 

keterangan terdakwa. Alat bukti dalam Tindak Pidana Pencucian Uang 

terdapat dalam Pasal 73 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang 

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang , yang 

menyatakan bahwa: “Alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana 

pencucian uang ialah:” 

a. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, 

yaitu: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan 

terdakwa dan/atau 

b. Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, 

diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat 

yang serupa optik dan Dokumen 

 Terkait dengan Tindak Pidana Pencucian Uang  yang berasal 

dengan Tindak Pidana Narkotika, maka terkait dengan kepentingan 

pembuktian, maka penyidik memiliki kewenangan sebagaimana diatur 

dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dengan uraian sebagai 

berikut: 

a. Pasal 75 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang 

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, 

menyatakan bahwa: “Dalam hal penyidik menemukan bukti 

permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana Pencucian Uang dan 
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tindak pidana asal, penyidik menggabungkan penyidikan tindak 

pidana asal dengan penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dan 

memberitahukannya kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi 

Keuangan (PPATK) yang berkedudukan di berkedudukan di Jakarta 

b. Berdasarkan pemberitahuan tersebut maka menurut Pasal 64 ayat (2) 

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dinyatakan bahwa: 

“Dalam hal ditemukan adanya indikasi tindak pidana Pencucian 

Uang atau tindak pidana lain, PPATK menyerahkan Hasil 

Pemeriksaan kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan.” 

c. Pasal 70 ayat (1) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang 

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, 

menyatakan bahwa: “Penyidik, penuntut umum, atau hakim 

berwenang memerintahkan Pihak Pelapor untuk melakukan 

penundaan Transaksi terhadap Harta Kekayaan yang diketahui atau 

patut diduga merupakan hasil tindak pidana. 

d. Pasal 71 ayat (1) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang 

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, 

menyatakan bahwa: “Penyidik, penuntut umum, atau hakim 

berwenang memerintahkan Pihak Pelapor untuk melakukan 

pemblokiran Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga 

merupakan hasil tindak pidana dari:” 
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1). Setiap Orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada 

penyidik 

2). Tersangka; Atau 

3). Terdakwa 

e. Pasal 72 ayat (1), menyatakan bahwa: “Untuk kepentingan 

pemeriksaan dalam perkara tindak pidana Pencucian Uang, 

penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta Pihak 

Pelapor untuk memberikan keterangan secara tertulis mengenai 

Harta Kekayaan dari: 

1). orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik 

2). tersangka; atau 

3). terdakwa 

2. Teori Pemidanaan 

 Konsep pemidaan melekat kuat dalam kajian hukum pidana. 

Urgensi hukum pidana dalam masyarakat tidak jauh berbeda dengan 

urgensi hukum-hukum yang lain yaitu sebagai realisasi negara hukum 

sebagaimana dimuat dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga hukum berperan sebagai 

pengatur kehidupan nasional. Dari hukum pidana inilah kemudian lahir 

berbagai produk hukum yang mengatur tentang  pidana yang telah 

terkodifikasi dan sistematis sebagai acuan pengaturan pemidanaan, 

sehingga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai salah satu produk 

hukum pidana dalam Pasal 1 mengatur bahwa: “tiada suatu perbuatan 
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boleh dihukum melainkan atas kekuatan aturan pidana dalam undang -

undang yang telah ada, sebelum perbuatan itu dilakukan.” 

 Jika terjadi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan 

yang berlaku, maka idelanya harus dijatuhi sanksi. Karena esensi 

penegakan hukum adalah adanya penjatuhan sanksi. Terlebih jika 

terpenuhi unsur – unsur pidananya maka pelaku dapat dijatuhi sanksi 

pidana.  

 Tinjauan perrmasalahan pidana dengan mengacu pada teori 

pemidaan sangat diperlukan dalam proses penegakan hukum. 

Teori pemidanaan merupakan teori yang menganalisis 

pendapat ahli yang berkaitan dengan mengapa negara 

menjatuhkan pidana kepada pelaku yang telah melakukan 

tindak kejahatan, apakah karena adanya unsur pembalasan 

atau menakuti-nakuti masyarakat dan/ atau melindungi atau 

memperbaiki masyarakat.14 

 

Dari definisi teori pemidanaan tersebut, maka dapat kita ketahui empat 

unsur teori pemidanaan yaitu: adanya pendapat ahli, menjatuhkan pidana, 

adanya subjek, unsur penyebab. 

 Teori pemidanaan sendiri kemudian berkembang dan munculah 

teori baru yaitu teori tujuan pemidanaan. Menurut Algra teori tujuan 

pemidanaan dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu:15 

a. Teori absolut atau teori pembalasan 

  Teori ini menyatakan bahwa: Negara harus mengadakan hukuman 

terhadap para pelaku karena orang telah berbuat dosa (quia 

 
 14 Salim HS dan Erlies Septianan Nurbani, Penerapan Teori.., Op. Cit, hlm. 139. 

 15 N. E. Algra, dkk, Mula Hukum, (Jakarta: Bina Cipta, 1983), hlm. 303. 
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pacratum). Dalam bentuk aslinya teori ini berpijak pada pemikiran 

tentang pembalasan yaitu prinsip pembalasan kembali, misal mata 

dengan mata, gigi dengan gigi, dan lain-lain. 

b. Teori relatif atau teori tujuan 

  Teori ini menyatakan bahwa: Negara menjatuhkan hukuman kepada 

penjahat sebagai alat untuk mencapai tujuannya. Tujuan hukum 

adalah menakut-nakuti seseorang dari melaksanakan perbuatan 

jahat. 

c. Teori gabungan 

  Teori ini menyatakan bahwa: Hukum memerlukan pembenaran 

ganda. Pemerintah dalam hal ini mempunyai hak untuk menghukum, 

apabila orang berbuat kejahatan (apabila seseorang melakukan 

tingkah laku yang pantas dihukum) dan apabila dengan itu 

kelihatannya akan dapat mencapai tujuan yang bermanfaat. 

3. Teori Penegakan Hukum 

 Kajian criminal justice mengharuskan kita untuk mengkaji setiap 

permasalahan hukum dengan pendekatan sistem. Sistem penegakan 

hukum dalam criminal justice criminal justice diwujudkan dengan 

penyelenggaraan peradilan pidana merupakan bekerjanya aparat penegak 

hukum pidana mulai dari proses  penyelidikan, penyidikan, penangkapan, 

penahanan, penuntutan sampai pada pemeriksaan di sidang pengadilan 

atau dengan kata lain “bekerjanaya polisi, jakasa, hakim, petugas lembaga 
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pemasyarakatan yang berarti pula berprosesnya hukum acara pidana.”16 

Sehingga dapat dikatakan bahwa tidak efektivnya hukum salah satunya 

merupakan implikasi dari pelaksanaan penegakan hukum. Secara 

konseptual inti dan arti penegakan hukum adalah: 

Penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan 

hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaida-kaidah 

yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak 

sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk 

menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian 

pergaulan hidup .17 

 

Ditegakkannya hukum tentu memiliki sebuah tujuan yang hendak dicapai.  

Penegakan hukum memiliki tujuan yang sering kali 

dirumuskan sebagai menegakkan keaadilan, keamanan dan 

ketertiban masyarakat adalah suatu rumusan abstrak, 

sedangkan prosedur untuk melaksanakannya bersifat norma  

dan modern.18 

 

 Prosedur formal yang diterapkan dalam upaya penegakan hukum 

belum tentu dapat mengantarkan penyelenggaraan hukum secara baik 

kepada tujuannya, bahkan ia dapat mendorong ditempuhnya tindakan yang 

bertentangan dengan hukum, karena penegakan hukum itu sesungguhnya 

tidak hanya mencakup law enforcemen,  melainkan pula peace 

maintenance.  “Hal ini karena pada hakikatnya penegakan hukum 

 
 16 C. djisman Samosir, Hukum Acara Pidana, (Bandung: Peneribit Nuansa Aulia, 2018), 

hlm. 4. 

 17 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: 

RajaGrafindo Persada, 2014), hlm.5. 

 18 I ketut Adi Purnama, Hukum Kepolisian: Sejarah dan Peran Polri dalam Penegakan 

Hukum Serta Perlindungan HAM, (Bandung: Refika Aditama,  2018), hlm. 93. 
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merupakan proses penyerasian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola 

perilaku nyata, yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.”19 

 Dalam proses penegakan hukum selalu melibatkan penegak 

hukum. Korelasi antara penegakan hukun dengan penegak hukum sangat 

erat. Didalam penegakan hukum tersebut, kemungkinan petugas penegak 

hukum menghadapi hal-hal sebagai berikut:20 

 Sampai sejauh mana petugas terikat dengan peraturan yang ada 

 Sampai batas-batas mana petugas berkenan memberikan kebijakan 

 Teladan macam apakah yang sebaiknya diberikan oleh petugas 

kepada masyarakat 

 Sampai sejauh manakah derajat sinkronisasi penugasan yang 

diberikan kepada para petugas sehingga memberikan batas-batas 

yang tegas pada wewenangnya 

 Hasil dari sebuah pelaksanaan penegakan hukum merupakan 

sebuah proses yang salaing mempengaruhi antar komponen sebagaimana 

dinyatakan oleh Satjipto Rahardjo. Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa: 

Ditinjau dari konsep penegakan hukum yang ideal. 

Penegakan hukum di suatu negara, idealnya dilihat sebagai 

suatu proses yang interaktif, hasil penegakan hukum itu 

tidak dapat diterima sebagai hasil karya penegak hukum 

sendiri, melainkan suatu hasil bekerjanya proses saling 

mempengaruhi di antara berbagai komponen yang terlibat di 

dalam proses itu.21 

 

 
 19 Satjipto Rahardjo dan I Gede A. B Wiranata (Ed.), Membedah Hukum Progresif, 

(Jakarta: Kompas, 2008), hlm. 258. 

 20 Zainuddin Ali,. Filsafat Hukum,  (Jakarta: Sinar Grafika., 2018), hlm.95. 

 21 Satjipto Rahardjo dan A. Tabah, Polisi, Pelaku dan Pemikir, (Jakarta: Gramedia Pustaka 

Utama, 1993), hlm. 23. 
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E. Metode Penelitian 

1. Jenis penelitian 

 Penelitian ini menggunakan penelitian hukum sosiologis terhadap 

efektifitas hukum. Penelitian hukum sosiologis juga sering disebut sebagai 

penelitian empiris, yaitu:  

Suatu metode penelitian hukum yang memiliki fungsi untuk 

dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti 

bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan 

masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti 

orang dalam hubungan hidup di masyarakat  maka metode 

penelitian hukum empiris dapat juga dikatakan sebagai 

penelitian hukum sosiologis.22 

 

 Oleh sebab itu, sebagai syaratnya peneliti harus mengetahui ilmu hukum 

dan ilmu sosial serta memiliki pengetahuan dalam penelitian ilmu sosial 

(social science research).  

 Penelitian hukum sosiologis/ empiris mengutamakan adanya  

Studi lapangan (field reseach), sebagaimana dikatakan oleh Hadari 

Nawawi, bahwa: 

Studi lapangan (field reseach) yang dimksud pada 

hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara 

khusus dan realitas tentang apa yang terjadi dimasyarakat 

jadi mengadakan penelitian mengenai beberapa masalah 

aktual/ isu-isu terhangat yang kini tengah berkecamuk dan 

mengekspresikan di dalam bentuk gejala atau proses 

sosial.23 

 

Penelitian ini dilakukan dengan harapan mampu mengungkapkan 

efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat itu sendiri.  

 
 22 Soerjono Soekanto, Sosiologi  Suatu Pengantar, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 12. 

 23 Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta: Gadjah Mada 

University Press, 1998), hlm. 63. 
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2. Lokasi penelitian 

 Lokasi penelitian yang  dimaksud adalah Kepolisian Daerah Riau 

yang beralamat di Jl.Patimura Nomor 13, Kelurahan Cinta Raja, 

Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau dengan narasumber – 

narasumber yang relevan dengan penelitian ini, sesuai dengan latar 

belakang penulisan yang dibutuhkan sebagai sumber data primer. 

Ketertarikan penulis memilih lokasi ini sebagai lokasi penelitian adalah 

adamya 3 Kasus Tindak Pidana Narkotika yang pada tahun 2021 dan tahun 

2022 yang kemudian diketahui bahwa uang hasil kejahatan dari Tindak 

Pidana Narkotika tersebut dilakukan pencucian uang oleh pelaku. 

Terhadap kasus ini hambatan penyidikan oleh Direktorat Reserse 

Narkotika Kepolisian Daerah Riau. 

3. Populasi dan sampel 

a. Populasi 

 Menurut Sugiyono, “Populasi adalah wilayah generalisasi 

yang terdiri atas obyek/ subyek dari penelitian yang memiliki 

kualitas dan karakteristik tertentu yang kemudian ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan pada akhirnya ditarik kesimpulanya.”24. 

Populasi dalam penelitian ini terdiri dari : 

1). Direktur Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Riau sebanyak 1 

(satu) orang 

 
 24 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantiatif  Kualitatif dan R & D, (Bandung: Alfabeta, 

2011), hlm. 80. 



 

 

21 

 

2). Penyidik Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Riau 

yang menangani Perkara Tindak Pidana Pencurian Uang yang 

merupakan hasil Tindak Pidana Narkotika tahun 2021 dan 

tahun 2022 sebanyak 6 (enam) orang. 

3). Pelaku Tindak Pidana Pencurian Uang yang merupakan hasil 

Tindak Pidana Narkotika tahun 2021 dan tahun 2022 sebanyak 

3 (tiga) orang. 

b. Sampel 

  Menurut Sugiyono, “Sampel adalah Sampel adalah bagian 

dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi penelitian 

yang telah ditetapkan.”25 Sampel dalam penelitian ini terdiri dari: 

1). Direktur Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Riau sebanyak 1 

(satu) orang ditetapkan dengan metode sensus. 

2). Penyidik Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Riau 

yang menangani Perkara Tindak Pidana Pencurian Uang yang 

merupakan hasil Tindak Pidana Narkotika tahun 2021 dan 

tahun 2022 sebanyak 4 (empat) orang ditetapkan dengan 

metode random. 

3). Pelaku Tindak Pidana Pencurian Uang yang merupakan hasil 

Tindak Pidana Narkotika tahun 2021 dan tahun 2022 sebanyak 

2 (dua) orang ditetapkan dengan metode random. 

 

 
 25 Ibid, hlm. 81. 
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Tabel I. 1 

Populasi dan Sampel 

 

No Jenis Populasi Jumlah 

Populasi 

Jumlah 

Sampel 

Persentase 

(%) 

1. Direktur Reserse Narkoba Kepolisian Daerah 

Riau 

1 1 100 

2. Penyidik Direktorat Reserse Narkoba 

Kepolisian Daerah Riau yang menangani 

Perkara Tindak Pidana Pencurian Uang yang 

merupakan hasil Tindak Pidana Narkotika 

tahun 2021 dan tahun 2022 

6 4 66.7 

3. Pelaku Tindak Pidana Pencurian Uang yang 

merupakan hasil Tindak Pidana Narkotika 

tahun 2021 dan tahun 2022 

3 2 66,7 

Sumber: Data Primer, diolah tahun 2023. 

4. Sumber data 

a. Data primer 

 Adalah data yang langsung diperoleh dari lapangan yang sesuai 

dengan permasalahan ini, yaitu: Direktur Reserse Narkoba 

Kepolisian Daerah Riau, Penyidik Direktorat Reserse Narkoba 

Kepolisian Daerah Riau yang menangani Perkara Tindak Pidana 

Pencurian Uang yang merupakan hasil Tindak Pidana Narkotika 

tahun 2021 dan tahun 2022 serta Pelaku Tindak Pidana Pencurian 

Uang yang merupakan hasil Tindak Pidana Narkotika tahun 2021 

dan tahun 2022. 

b. Data sekunder 

 Adalah data yang diperoleh melalui kepustakaan yang bersifat 

mendukung data primer. 
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c. Data tertier 

 Adalah data yang diperoleh dari kamus, ensiklopedia dan sejenisnya 

berfungsi untuk mendukung data primer dan sekunder. 

5. Teknik pengumpulan data 

 Digunakan beberapa metode pengumpulan data yaitu Observasi, 

Wawancara terstruktur serta Kajian Kepustakaan. Metode ini digunakan 

untuk mendapatkan data dari sampel yang telah ditetapkan.  

a. Observasi 

 Adalah pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung 

terhadap objek penelitian. 

b. Wawancara non struktural  

 Adalah metode wawancara dimana si peneliti tidak terikat daftar 

pertanyaan, sehingga peneliti bebas menanyakan suatu hal  yang 

hendak ditanyakan kepada responden (sampel). Hal ini artinya si 

peneliti bebas menentukan pertanyaan-pertanyaan  sesuai denan 

permasalahan yang ditelitinya. 

c. Kajian kepustakaan 

 Adalah metode pengumpulan data dimana metode ini dibutuhkan 

peran aktif si peneliti untuk membaca literatur-literatur kepustakaan 

yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang 

ditelitinya. 
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6. Analisis data 

Dalam data penelitian hukum sosiologis, penulis menggunakan analisis 

kualitatif dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang diperoleh. 

Dan dalam menarik kesimpulan penulis menggunakan metode secara 

induktif yaitu cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari yang 

sifatnya khusus ke yang sifatnya  umum. 

.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

1. Penyidikan terhadap pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang yang 

bersumber dari hasil Tindak Pidana Narkotika belum berjalan dengan 

baik karena masih ditemukan beberapa hambatan dalam penyidikan, 

imbasnya adalah terajdinya kenaikan kasus dari tahun 2021 ke 2022 

2. Faktor yang menghambat: Pertama,faktor hukum: Pengaturan 

mengenai pembuktian terbalik dalam proses penegakan hukumnya; 

Pengaturan kewenangan terhadap pihak kepolisian sangat terbatas; 

pengaturan bahwa PPATK yang bisa mengetahui aliran dana dan 

transaksi keuangan pelaku; pengaturan mengenai diketahuinya 

keberadaan harta yang diduga sebagai hasil kejahatan oleh pelaku 

sebagai syarat  kewenangan penyidik boleh meminta bank untuk 

memberikan keterangan mengenai harta kekayaan pelaku sedangkan 

pelaku tidak mau jujur; pengaturan bahwa pemblokiran dan penundaan 

seluruh transaksi keuangan dari rekening pelaku hanya dapat dilakukan 

oleh bank atas perintah tertulis dari PPATK sehingga pihak kepolisian 

hanya bisa menunggu. Kedua, faktor aparatur: Rangkaian penyidikan 

yang melibatkan multi sektor yaitu PPATK dan perbankan; Keberadaan 

PPATK yang berada di Jakarta menyulitkan koordinasi penyidikan; 
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Jumlah SDM PPATK terbatas; Kesulitan penyidik mencari rekening 

lain yang diduga menjadi tempat menyimpan uang oleh pelaku 

mengigat hanya pemilik rekening yang dapat meminta kepada pihak 

bank untuk membuka transaksi perbankan secara detail.  Ketiga, faktor 

sarana/ fasilitas: anggaran Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian 

Daerah Riau mengingat PPATK berada di Jakarta dan keperluan 

pendanaan lainnya  dalam penyidikan. Keempat, faktor masyarakat: 

pelaku  menyembunyikan keberadaan harta kekayaannya; Pelaku susah 

berkoordinasi dan bekerjasama dalam pembuktian terbalik; Saksi ahli 

yang berada di Jakarta; Jumlah saksi ahli yang terbatas; Teknik layering 

yang di gunakan pelaku yaitu menjauhkan harta kekayaan hasil tindak 

pidana pencucian uang. 

3. Upaya mengatasi hambatan tersebut: Pertama, faktor hukum sebaiknya 

mengajukan usulan revisi Undang - Undang tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terkait penyederhanaan 

prosedur penyidikan dan pembuktian tindak pidana pencucian uang 

yang berorientasi terhadap kemudahan penyelenggaraan tugas 

penyidikan bagi Polri. Kedua, faktor aparatur: sebaiknya: 

meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan PPATK dan pihak 

perbankan dengan penuh komitmen; peningkatan koordinasi dan 

kerjasama dengan pihak PPATK seperti melalui zoom meeting. 

Mengusulkan kepada PPATK untuk menambah jumlah SDMnya; 

meningkatkan kerjasama dengan pihak perbankan dan lembaga 
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keuangan lainnya. Ketiga, faktor sarana/ fasilitas sebaiknya sebaiknya 

dilakukan penambahan aggaran Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau 

pada Daftar DIPA 2024. Keempat, faktor masyarakat sebaiknya: 

Penyidik mencari informasi tambahan dari tetangga, rekan dan keluarga 

pelaku untuk menetahui harta kekayaan pelaku yang disembunyikan; 

Penyidik memberikan pemahaman hukum kepada pelaku terkait 

kewajibannya melakukan pembuktian terbalik atas harta kekayaan yang 

dimiliknya serta Berkoordinasi dengan Mabes Polri untuk 

melaksanakan Dikjur guna meningkatkan kemampuan penyidik; 

menggunakan cara lain guna peningkatan koordinasi dan kerjasama 

dengan saksi ahli seperti melalui zoom meeting; Meningkatkan 

kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi, instansi pemerintahan 

dan stake holder untuk mendapatkan saksi ahli lebih banyak; Polda 

Riau mencari sindikat pelaku tindak pidana pencuri uang untuk 

mempermudah mengetahui harta kekayaan hasil tindak pidana 

pencurian uang milik pelaku yang belum terdeteksi dan belum diketahui 

 

B. Saran 

1. Kepada Polda Riau sebaiknya meningkatkan kerjasama dengan PPAT, 

saksi ahli, pihak perbankan dan lembaga keuangan lainnya serta stake 

holder terkait dengan penanganan tindak pidana pencucian uang 

dengan penuh komitmen yang tinggi  
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2. Kepada PPATK sebaiknya menambah jumlah SDM dan meningkakan 

kerjasama, koordinasi dan dukungan terhadap penanganan tindak 

perkara pencucian uang yang dilakukan pihak kepolisian 

3. Kepada pelaku tindak pidana pencucuian uang sebaiknya dapat 

bekerjasama dengan baik dengan pihak kepolisian untuk 

mempermudah pengungkapan kasus tindak pidana pencucuian uanh 

yang dilakukannya 
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